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Abstrak 
 
Penelitian ini memfokuskan kajian pada inovasi dan penggunaan teknologi komunikasi dalam mendukung 
peningkatan akses pelayanan publik yang berjalan di organisasi Desa Cangkudu. Tujuan penelitian : (1) 
menganalisa tahapan inovasi yang berjalan dalam komunikasi organisasi pemerintahan desa (2) menggambarkan 
dampak teknologi komunikasi terhadap akses pelayanan publik (3) menggambarkan persepsi masyarakat 
mengenai inovasi yang dilakukan pemerintah desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
pengumpulan data melalui proses observasi, dokumentasi, dan indepth interview. Analisa data dengan 
menggunakan triangulasi. Temuan penelitian : tahapan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Desa Cangkudu 
yakni (a) pengembangan gagasan atau ide transformasi dari kepala desa, (b) peningkatan kapasitas perangkat 
desa dari aspek mindset dan perilaku, (c) pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, (d) 
pembiasaan (habituasi) dan pendisiplinan kinerja perangkat desa, (e) pembiasaan (habituasi) warga desa, (f) 
evaluasi dan penyusunan inovasi baru oleh kepala desa. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
pelayanan publik di desa memberikan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan bagi warga 
desa.Dengan inovasi ini Pemerintah Desa mampu meningkatkan kecepatan pelayanan. Persepsi warga terkait 
dengan inovasi TIK pada umumnya positif, meskipun pada masa-masa awal diterapkannya inovasi pelayanan 
publik sebagian warga menolak dan menyatakan keberatan. Alasan keberatan karena merasa kesulitan dalam 
mengikuti penerapan sistem pelayanan publik yang baru oleh Pemerintah Desa 
 
Kata Kunci: Inovasi, Komunikasi Organisasi, Pelayanan Publik 
 
 

 
PENDAHULUAN 

Desa adalah arena bagi orang desa 
untuk menyelenggarakan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan, dan 
kemasyarakatan. Dalam perspektif baru ini, 
desa adalah subyek pembangunan. Model 
pembangunan yang perlu dikembangkan dalah 
village drive developmentdenganpendekatan 

fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi. (Eko : 
2015). 

Istilah “desa” menurut Kumolo (2017), 
ditemukan pertama kali di Indonesia pada tahun 
1811 oleh Herman Warmer Muntinge, seorang 
warga Belanda yang pada masa penjajahan 
kolonial Inggris menjabat sebagai pembantu 
Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia. Desa 
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secara bahasa berasal dari bahasa Sansekerta, 
deca ang, berarti tanah air, tanah asal atau 
tanah kelahiran. Dalam versi etimologi lain, 
desa berasal dari kata swadesi yang berarti 
tempat asal, tempat tinggal atau tanah leluhur 
yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan 
satu kesatuan norma dan memiliki batas 
wilayah yang jelas. 

Desa merupakan juga organisasi sector 
publik. Bagi organisasi sektor publik berinovasi 
lebih merupakan tuntutan akuntabilitas, 
transparansi dan berbagai prinsip good 
governance yang menggiring organisasi publik 
untuk berkinerja lebih tinggi. Menurut Suwarno 
(2008) terdapat beberapa alasan yang menjadi 
latar belakang pentingnya inovasi di sektor 
publik diantaranya pertama banyaknya teknik-
teknik manajemen yang berfokus pada just-in-
time, supply chain management, outsourcing, 
dan total quality atau business process re-
engineering yang dipakai oleh berbagai 
organisasi skala medium maupun besar untuk 
bertahan dan bersaing satu sama lain. Namun 
hanya sedikit yang berani untuk keluar dari arus 
utama dan menciptakan terobosan-terobosan 
baru.Kedua, teknik-teknik manajemen 
tradisional di atas juga menggiring organisasi 
pada pola rigiditas dan infleksibilitas.  Ketiga, 
Dampak dari inovasi dapat dirasakan dan 
terlihat pada kinerja dan keuntungan organisasi 
di level bottom line. 

Adopsi inovasi organisasi teknologi 
komunikasi dan informasi banyak dilakukan 
dalam ranah peningkatan kualitas pelayanan 
publik. Inovasi yang terjadi dalam suatu 
organisasi tidak berjalan apa adanya. Investigasi 
yang dilakukan baru-baru ini pada proses inovasi di 
organisasi mengikuti relativitas tidak terstruktur, 
terbuka, pendekatan studi kasus untuk pengumpulan 
data. Intinya dia terdiri atas “tracer studies” proses 
keputusan inovasi untuk inovasi tunggal dalam 
sebuah organisasi. Investigasi ini dituntun oleh 
sebuah model proses inovasi di organisasi.  

Sebuah inovasi didefinisikan sebagai 
sebuah gagasan, praktik, atau obyek yang dirasakan 

sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu 
atau unit adopsi yang lain (Rogers, 1983). Proses 
inovasi  dikonseptual kan terdiri atas lima tahap, 
masing-masing memiliki karakteristik melalui tipe-
tipe tertentu dari pencarian informasi dan perilaku 
pembuatan keputusan. Kelima proses ini 
diorganisasikan dibawah dua cabang subproses 
yaitu inisiasi dan implementasi, keduanya 
dipisahkan oleh poin dimana keputusan adopsi 
dibuat. 

Secara konseptual Rogers dalam 
Goldhaber dkk (1995) menjelaskan tahapan 
dalam proses inovasi organisasi dan aktivitas 
utama apa yang dilakukan di setiap proses 
inovasinya. Berikut gambaran tahapan inovasi 
tersebut : 

TAHAPAN DALAM AKTIVITAS UTAMA  
DI SETIAP PROSESINOVASI 

Inisiasi : seluruh proses pengumpulan informasi, 
konseptualisasi dan perencanaan adopsi inovasi, hingga 
memimpin keputusan untuk adopsi. 
1. Agenda Setting mendefinisikan problem 

organisasi secara umum dimana 
menyusun kebutuhan yang 
dirasakan untuk sebuah inovasi 
dan menyusun sebuah usaha 
pencarian lingkungan organisasi 
untuk dilaksanakannya inovasi 
yang dapat memecahkan masalah 
organisasi dan sesuai dengan nilai 
organisasi. 

2. Matching Masalah dari agenda organisasi 
dipertimbangkan secara bersama 
dengan sebuah inovasi dan 
dicocokkan diantara keduanya 
dalam sebuah perencanaan dan 
penyusunan desain perubahan 

-------------------- keputusan untuk adopsi ------------------ 
Implementasi : seluruh kegiatan, peristiwa, tindakan dan 
keputusann yang terlibat dan diletakkan dalam sebuah 
inovasi untuk digunakan oleh organisasi. 
3. Redefinisi / 

Restrukturisasi 
1. Inovasi dimodifikasi dan 

ditemukan kembali untuk 
dicocokkan dengan situasi 
tertentu dan dirasakan sebagai 
masalah  

2. Struktur organisasi secara 
langsung relevan pada inovasi 
dan mengakomodasi inovasi 

4. Klarifikasi Hubungan diantara inovasi dan 
organisasi didefinisikan lebih 
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jelas sebagai inovasi (perubahan) 
yang diletakkan secara penuh dan 
digunakan secara reguler 

5. Rutinitas inovasi kehilangan keutuhannya 
dan tidak lagi diakui sebagai 
entitas yang terpisah dalam 
organisasi 

Sumber : Goldhaber (1993) 
Menurut Halvorsen (2005) dalam proyek 

penelitian UN mengenai inovasi sektor publik, 
inovasi ini mencakup beberapa dimensi.Jika 
mendefinisikan inovasi dalam sektor publik maka 
yang termasuk dalam hal ini adalah : 

1. Inovasi yang melibatkan perubahan 
karakteristik dan desain produk layanan dan 
proses produksi (changes in characteristics 
and design of service products and 
production processes) di dalamnya 
termasuk pengembangan, penggunaan dan 
adaptasi teknologi yang relevan, 

2. Inovasi pengiriman (delivery innovation) 
yaitu inovasi yang melibatkan cara 
pemecahan tugas baru atau yang telah 
diubah, memberikan layanan atau 
berinteraksi dengan klien untuk tujuan 
penyediaan layanan tertentu, 

3. Inovasi administratif dan organisasi 
(administrative and organizational 
innovations) meliputi pelibatan cara-cara 
pengorganisasian baru atau perubahan 
dalam organisasi pemasok, 

4. Inovasi konseptual (conceptual 
innovations)yang dapat diartikan 
mengenalkan misi baru, pandangan dunia 
baru, tujuan, strategi dan alasan. Inovasi ini 
sangat penting bagi institusi yang 
beroperasi berdasarkan tujuan sosial atau 
publik karena memberikan kaitan antara 
tujuan sosial dari kebijakan dan institusi 
dan tujuan dan fungsi operasional dan 
ekonomi lembaga yang bersangkutan. Jenis 
inovasi ini mencakup sebagian besar 
dampak proses yang kita nyatakan tentang 
pembelajaran kebijakan, 

5. Inovasi interaksi sistem  (system interaction 
innovations) yaitu cara baru atau yang lebih 
baik untuk berinteraksi dengan basis 
organisasi dan pengetahuan lainnya. 
Menurut pandangan Rogers (dalam 

Restrepo,2015) terdapat lima tahapa 

‘dari siklus hidup adopsi teknologi atau 
technology adoption life cycle 

(TALC) yaitu : 
1. Inovator  
2. Early adaptor (pelopor) 
3. Early majority (pengikut dini) 
4. Late majority (pengikut akhir) 
5. Laggard (kelompok tradisional) 

Inovasi organisasi sektor publik tidak 
hanya berada pada level makro. Inovasi ini juga 
terjadi di level pemerintahan paling mikro 
dalam struktur tata pemerintahan di Indonesia 
yaitu level desa. Salah satu desa yang 
dinyatakan berhasil melakukan inovasi 
pelayanan publik adalah Desa Cangkudu. Desa 
ini berada di Kecamatan Balaraja, Kabupaten 
Tangerang, Provinsi Banten. Keberhasilan 
Cangkudu dalam hal transformasi organisasi ini 
tidak terlepas dari kepemimpinan Kepala Desa 
Cangkudu yang terpilih pada tahun 2013. Dua 
tahun sejak terpilihnya Kades melalui 
pemilihan langsung telah membawa Cangkudu 
mendapatkan predikat sebagai Desa Terbaik se-
Banten pada tahun 2015 serta menjadikan 
Kades sebagai salah satu Kepala Desa Teladan 
di Indonesia. 

Merujuk penelitian oleh Mariana et.al 
(2017) bahwa sejak terpilihnya Amir Hamzah 
sebagai Kades Cangkudu pada tahun 2013 
bahwa ada perubahan yang signifikan dalam 
pemerintahan desa Cangkudu dibandingkan 
dengan situasi dan kondisi pemerintah desa 
terdahulu. Perubahan yang paling dirasakan 
adalah adanya perbaikan kualitas pelayanan 
publik di kantor pemerintahan desa, termasuk 
di dalamnya adanya kepastian dalam hal 
pelayanan baik dari sisi biaya maupun waktu 
pelayanan. Desa Cangkudu untuk mendukung 
program tersebut menerapkan teknologi 
komunikasi dalam menunjang perbaikan 
kualitas pelayanan publik. 

Penelitian ini hendak menjawab 
rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tahapan inovasi berjalan dalam 
komunikasi organisasi pemerintahan Desa 
Cangkudu ? 
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2. Bagaimana dampak teknologi komunikasi 
terhadap akses pelayanan publik ? 

3. Bagaimana persepsi masyarakat terkait 
dengan inovasi yang dilakukan oleh 
pemerintah desa? 

 
METODE 

Metode penelitian yang digunakan 
adalah Metode Kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
diamati (Lexy, 2004). Penelitian kualitatif lebih 
menggunakan perspektif pengumpulan data 
berupa cerita rinci dari para informan. 
Penelitian ini berangkat dari penggalian data 
berupa cerita rinci atau asli mereka. 

Dalam studi kasus dibutuhkan sumber 
bukti untuk melakukan analisa. Sumber bukti 
dalam studi kasus ini dikumpulkan melalui 
dokumentasi. Dokumentasi menurut Yin (2015) 
digunakan untuk mendukung bukti-bukti dari 
sumber lain. Dokumen membantu dalam 
pemverivikasian ejaan dan judul atau nama 
organisasi yang telah disinggung dalam 
wawancara (diskusi) dan observasi.  

Dokumentasi diakses dari pemberitaan 
dari media online maupun offline, laporan 
statistik daerah, laporan keberlanjutan tahunan 
perusahaan, dokumentasi audio workshop dan 
laporan administratif yang lain. Termasuk 
dalam dokumentasi adalah penelusuran arsip 
dan literatur. Penelusuran arsip ini terkait 
dengan penelitian terdahulu dalam bentuk buku 
maupun jurnal penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa 
Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten 
Tangerang. Pemilihan lokasi penelitian 
dilakukan secara purposive sampling(sengaja) 
dimana pemilihan lokasi ini didasarkan karena 
Pemerintahan Desa Cangkudu merupakan salah 
satu desa yang memiliki best practice dalam 
melakukan proses transformasi organisasi 
khususnya dalam bidang pelayanan publik. 
Best practice ini telah teruji dengan indikasi 
Desa Cangkudu mendapatkan penghargaan 

sebagai Desa Terbaik se-Banten pada tahun 
2015 dan pada tahun 2016 Kepala Desa 
Cangkudu memperoleh predikat sebagai salah 
satu Kepala Desa Teladan di Indonesia. 
Berkenaan dengan waktu penelitian, 
pengumpulan data dilakukan selama lima bulan 
yakni sejak Juli sampai dengan November 
2018.  
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Cangkudu berada di Kecamatan 
Balaraja, Kabupaten Tangerang Provinsi 
Banten. Desa ini memiliki landscape sebagai 
daerah industry. Meskipun berstatus desa, 
sangat jarang dijumpai adanya lahan 
persawahan maupun kebun dimana warga 
bercocok tanam. Kebanyakan masyarakat 
berprofesi sebagai buruh maupun sebagai 
pelaku usaha mikro kecil dan menengah. 
Potensi alam yang dimiliki oleh desa ini sangat 
sedikit, bahkan sumber daya berupa tanah 
sudah banyak dimiliki oleh pengusaha – 
pengusaha yang tidak berasal dari Cangkudu. 
Dalam tata ruang dan wilayah di Kabupaten 
Tangerang, desa ini berada tepat di jantung 
industri dalam skala besar.  

Transformasi terjadi ketika pada tahun 
2013 secara demokratis – melalui pemilihan 
kepala desa langsung – terpilih seorang 
pemimpin baru di Desa Cangkudu. Dalam 
catatan Mariana (2016), lahirnya 
kepemimpinan baru juga lahirdari anti-tesa 
kepemimpinan lama, meski tidak responsif 
terhadapinisiatif warga. Pemerintah desa 
terdahulu bisa dikatakan kurangpeduli dengan 
masyarakat. Menurut penuturannya, kepala 
desaterdahulu yang dulu cenderung lebih sibuk 
mengurus bisnis limbahpabrik dibandingkan 
mengurus warganya, terutama 
pengabaianpelayanan publik. Sehingga 
seringkali kepala desa tidak ada di kantordesa 
dan perangkatnya lebih sering mencari obyekan 
di luar atau“ngompreng”. Apalagi kondisi 
tersebut, diperparah dengan adanyapraktek 
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politik orang kuat lokal yang mewarnai 
pemerintah desadibawah kepemimpinan Eneng 
Ida Zuraida yang merupakan anak daritokoh 
Jawara lokal di Desa Cangkudu. Sehingga 
banyak warga yangrelatif tidak berani 
menyuarakan aspirasi atau bersikap kritis, 
wargalebih memilih untuk bersikap apatis. 

Situasi dan kondisi tersebut, membuat 
sebagian warga Desa Cangkudu menginginkan 
sebuah perubahan yang ditempuh wargaadalah 
melalui pemilihan kepala desa yang jatuh pada 
tahun 2013.Mariana (2016) mencatat, pada saat 
pemilihan kepala desa Cangkudu tersebut, 
munculah salahseorang kandidat yakni Amir 
Hamzah. Amir Hamzah dalam 
kampanyenyamenjanjikan perubahan wajah 
pemerintah desa Cangkudu yangakan lebih 
melayani warga secara prima melalui reformasi 
birokrasi.Jika dilihat dari latar belakangnya, 
Amir Hamzah merupakan seorangbusinesman 
yang memiliki beberapa perusahaan dan juga 
seorangkonsultan keuangan. Kepala desa 
terpilih adalah seorang profesional dan 
wirausaha yang selama ini justru lebih banyak 
beraktivitas di luar desa Cangkudu. Ikatannya 
dengan desa Cangkudu adalah keluarga dari 
istrinya berasal dari desa Cangkudu. Berangkat 
dari latar belakang tersebut, KepalaDesa 
berupaya menerapkan pendekatan administrasi 
publik dalam tatakelola pemerintahan. 
Pemerintah desa sebagai aparat memposisikan 
dirinyasebagai penyedia layanan serta 
menempatkan warga selaku penerimalayanan 
seperti layaknya klien. 

Gambar 1.1  
Kantor Desa Cangkudu tampak depan 

dengan slogan dan “Siap Melayani” dan 
informasi seputar pajak dari pemerintah daerah 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sumber : Dok. Penelitian, 2018 
 

Perubahan yang paling dirasakan adalah 
adanya perbaikan kualitas pelayanan publik di 
kantor pemerintah desa, termasuk di dalamnya 
adanya kepastian dalam hal pelayanan baik dari 
sisi biaya maupun waktu pelayanan. Dalam 
wawancara dengan Amir Hamzah, dinyatakan 
bahwa seluruh pelayanan publik di desa 
Cangkudu tidak berbiaya. Warga mendapatkan 
kemudahan pelayanan administrasi yang cepat 
tanpa diminta sejumlah uang. Seluruh sistem 
pencatatan administrasi disusun dengan rapi 
dan mengikuti tata urutan birokrasi yang 
dimulai dari RT, RW, hingga Dusun baru 
mengajukan ke Desa. Ini adalah kultur dan 
mekanisme baru yang harus dilakukan warga. 
Dari penyelidikan yang dilakukan, sebelum 
kepemimpinan Amir Hamzah, pencatatan tidak 
disusun secara rapi dan terstruktur seperti yang 
berjalan saat ini.     

 
Tahapan Inovasi di Desa Cangkudu 

Penelitian ini menemukan bahwa 
inovasi pelayanan publik pemerintahan desa 
Cangkudu berangkat dari perspektif baru yang 
dibawa oleh pemimpin baru. Visi perubahan 
adalah muatan pokok yang dibawa Kepala Desa 
baru dalam kampanye Pemilihan Kepala Desa 
tahun 2013 yang lalu. Inovasi utama yang 
paling nyata terjadi di Desa Cangkudu adalah 
pelayanan administrasi kependudukan dan 
catatan sipil. Menerapkan prinsip dalam 
polayanan administrasi bisnis, desa Cangkudu 
mengarah pada visi pelayanan “Profesional, 
Transparan dan Terpercaya”.   

Mengutip dari Halvorsen (2005) inovasi 
ini melibatkan perubahan karakteristik dan 
desain produk layanan dan proses produksi 
(changes in characteristics and design of 
service products and production processes). 
Termasuk di dalamnya adalah pengembangan, 
penggunaan dan adaptasi teknologi yang 
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relevan. Sejalan dengan temuan penelitian di 
desa Cangkudu bahwa inovasi ini terjadi secara 
bertahap dan melalui tahapan-tahapan proses 
yang melibatkan berbagai macam sumber daya, 
baik sumber daya manusia maupun sumber 
daya infrastruktur teknologi. Berdasarkan 
observasi dan wawancara dengan narasumber 
penelitian, dapat penulis paparkan bahwa 
secara umum tahapan pelaksanaan inovasi 
pelayanan publik di Desa Cangkudu adalah 
sebagai berikut : 

 
1. Pengembangan gagasan atau ide 

transformasi dari pemimpin 
Latar belakang sebagai pelaku bisnis 
yang dituntut untuk memiliki ide-ide 
baru maupun produk-produk baru 
dibawa oleh Amir Hamzah dalam 
kepemimpinannya di desa Cangkudu. 
Gagasan-gagasan inovasi seluruhnya 
berasal dari Kepala Desa. Dalam 
wawancara, Kepala Desa menyatakan 
bahwa dirinya tidak memiliki tim 
khusus sebagai think thank bagi 
pengembangan inovasi di desanya. 
 

2. Peningkatan kapasitas perangkat 
desa baik dari aspek mindset 
maupun perilaku 
Faktor peningkatan Pengetahuan 
(Knowledge), 
Sikap(Attitute)danPerilaku (Behavior) 
adalah elemen utama SDM dalam 
upaya melakukan inovasi dalam sector 
public. Peningkatan kapasitas aparat 
desa Cangkudu secara formal 
dilaksanakan dalam bentuk bimbingan 
teknis. Selain bimbingan teknis, 
peningkatan aparat desa juga melalui 
usaha Kepala Desa dengan 
mewajibkan aparat desa untuk 
mengikuti pendidikan formal hingga 
ke taraf SMA (Sekolah Menengah 
Atas). Rata-rata pendidikan aparat 
desa sebelum Amir Hamzah menjabat 

adalah SMP ke bawah. Bahkan 
kebanyakan berpendidikan SD. 
Peningkatan kapasitas tidak hanya 
menjadi kewajiban bagi aparat desa, 
namun juga Kepala Desa.  

 
Gambar 1.2 

Setiap pos tersambung dengan telepon 
parallel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber : Dok. Penelitian, 2018 
 

Gambar 1.3 
Alat pencatat kehadiran berupa Finger print 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Dok. Penelitian, 2018 
 



 

PROSIDING	COMNEWS	2019	
e-ISSN	2656-730X	

 

 233 

3. Pembangunan infrastruktur 
pelayanan public berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi 

Pembangunan infrastruktur 
diawali dengan pembangunan kantor 
desa yang layak untuk melakukan 
pelayanan publik maupun untuk 
melakukan pertemuan-pertemuan desa 
yang bersifat publik. Infrastruktur 
utama khususnya untuk 
pengembangan database 
kependudukan dan catatan sipil 
dilakukan untuk mengembangkan 
pelayanan yang berbasis data. 
Infrastruktur ini ditujukan untuk 
mengembangkan system pelayanan 
public yang cepat, akurat serta 
memberikan kepastian pelayanan bagi 
warga.  
Dalam inovasi ini terkandung apa yang 
dikatakan oleh Halvorsen (2015) 
adalah inovasi interaksi sistem (system 
interaction innovations).Muncul cara 
baru ataupuncara yang lebih baik 
untuk berinteraksi dengan basis 
organisasi dan pengetahuan lainnya. 
Dalam pengamatan di lapangan, 
dengan adanya infrastruktur teknologi 
informasi dan komunikasi berkembang 
cara bekerja baru dan cara berperilaku 
baru dalam system pemerintahan desa 
Cangkudu. Cara bekerja baru ini lebih 
efektif secara waktu dan efisien secara 
biaya baik bagi aparat desa maupun 
bagi penerima manfaat layanan yaitu 
masyarakat desa. 
 

4. Habituasi dan pendisiplinan kinerja 
perangkat desa 
Kepala desa memiliki misi pelayanan 
publik di desa Cangkudu untuk 
memberikan kepuasan bagi warga 
masyarakat desa. Selayaknya penyedia 
produk maupun jasa, Kepala Desa 
memposisikan diri sebagai pelayan 

bagi masyarakat (klien). Pelayanan ini 
oleh Kepala Desa Cangkudu disebut 
sebagai pelayanan PRIMA. Dalam 
kesehariannya, pelayanan ini 
membutuhkan keterampilan yang 
memadai dan dimiliki oleh staf dalam 
mengoperasikan berbagai perangkat 
teknologi informasi dan komunikasi.  
Melalui pembiasaan dan pendisiplinan 
kepada aparat khususnya dalam 
pelaksanaan standart operational 
procedure (SOP) maka inovasi dapat 
dijalankan sesuai prosedur operasional 
yang sudah ditetapkan. Pembiasaan 
baru ini dapat digolongkan sebagai 
inovasi dalam aspek pengiriman 
produk atau jasa sebuah organisasi 
social. Menurut Halverson (2005) 
inovasi pengiriman (delivery 
innovation) merupakan inovasi yang 
melibatkan cara pemecahan tugas baru 
atau yang telah diubah, memberikan 
layanan atau berinteraksi dengan klien 
untuk tujuan penyediaan layanan 
tertentu, 
 

5. Habituasi bagi warga masyarakat 
Pembaharuan tidak selalu diterima 
oleh kalangan publiknya. Penolakan 
terhadap inovasi pada awalnya terjadi 
karena dianggap ribet dan 
mempersulit keperluan pelayanan 
dokumen administrasi kependudukan 
oleh warga. Adanya system baru 
tersebut mendorong pemerintah desa 
untuk melakukan sosialisasi peraturan 
baru maupun tata kerja baru kepada 
masyarakat desa. Pemerintah desa 
melakukan sosialisasi kepada warga 
masyarakat melalui beberapa lini yaitu 
: secara formal dan informal. Secara 
formal melalui surat pemberitahuan 
dan secara informal melalui tatap 
muka langsung aparat desa kepada 
warga masyarakat. Melalui sosialisasi 
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tata kerja baru ini warga dididik untuk 
mengikuti standar prosedur 
operasional untuk pelayanan 
administrasi kependudukan dan 
catatan sipil.  Papan informasi desa 
yang menyediakan berbagai informasi 
terkait pengumuman maupun program 
kerja baik dari pemerintah desa, 
pemerintah daerah dan pemerintah 
pusat  
 

6. Evaluasi dan penyusunan inovasi 
baru oleh pemimpin  
Evaluasi teknis terkait pelaksanaan 
operasional inovasi dilakukan oleh 
Kepala Desa setiap satu bulan sekali 
melalui rapat formal bersama dengan 
aparat desa. Selain itu, kepala desa 
untuk mengembangkan inovasi 
melibatkan konsultan dari pihak 
eksternal desa. Konsultan ini dipilih 
oleh Kepala Desa sesuai dengan 
kebutuhan dan prioritas pelaksanaan 
program pemerintah desa.  
 

Gambar 1.4 
Papan Informasi Desa Cengkudu 

 
Sumber : Dok. Penelitian, 2018 

 
 

Inovasi Berbasis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

Inovasi sector layanan public yang terjadi di 
Cangkudu meliputi beberapa lapis pembaruan 
baik dari individu (sumber daya manusia), 
infrastruktur (sumber daya teknologi), serta 
sistem organisasi (sumber daya kelembagaan). 
Beberapa inovasi berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi yang ditemukan di lapangan 
adalah : 

1. Komputerisasi  
Komputerisasi dilakukan pada masa 
pemerintahan Amir Hamzah. Seluruh 
aktivitas pelayanan publik di desa 
dikerjakan dengan berbasis komputer. 
Pelayanan kepada warga masyarakat 
menggunakan sistem kependudukan dan 
catatan sipil yang secara khusus 
disiapkan oleh kepala desa. Desa 
Cangkudu mengembangkan aplikasi 
berbasis komputer sebagai database 
administrasi kependudukan dan catatan 
sipil. Dengan komputerisasi, Desa 
Cangkudu memiliki data aktual dan 
faktual terkait jumlah warganya 
berdasarkan gender, tempat tanggal 
lahir, alamat dan status perkawinan. 
Seluruh data kependudukan telah 
terkelola dengan rapi melalui 
komputerisasi ini. Dengan 
komputerisasi memudahkan segala 
macam pelayanan bagi warga. Selain 
itu, komputerisasi memudahkan aparat 
desa dalam memberikan pelaporan (baik 
bulanan, triwulan, semester maupun 
tahunan) kegiatan / aktivitas, pelaporan 
keuangan dan pertanggungjawaban dana 
desa  yang dilakukan oleh aparat desa 
kepada pihak Kabupaten Tangerang. 
Inovasi ini dapat digolongkan sebagai 
inovasi administratif dan organisasi 
(administrative and organizational 
innovations. Halvorsen (2005) 
menyatakan inovasi administrasi dan 
organisasi meliputi pelibatan cara-cara 
pengorganisasian baru atau perubahan 
dalam organisasi pemasok, 
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Gambar 1.5 
CCTV yang digunakan untuk 

memonitor kinerja desa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Dok. Penelitian, 2018 
 

2. Akuntabilitas Laporan Kinerja dan 
Keuangan 

 
Laporan kerja dan kinerja adalah aspek 
utama yang menjadi perhatian kepala 
desa. Laporan ini disampaikan kepada 
warga masyarakat melalui media luar 
ruang, diantaranya infografis 
pengelolaan dan peruntukan dana desa 
dan dana alokasi desa. Laporan ini 
menjadi semakin tersebar dengan 
adanya teknologi sosial media. 
Infografis laporan keuangan yang 
dipajang dengan besar di jalan utama 
desa mampu menarik perhatian warga, 
hingga dengan menggunakan 
smartphone warga mengambil gambar 
dan membaginya ke khalayak yang 
lebih luas menggunakan sosial media 
(facebook, instragram). Dengan 
demikian semakin banyak orang 
mengetahui laporan kerja dan kinerja 
Kepala Desa dan perangkatnya. 
 

Gambar 1.5 
Infografis Pengelolaan Dana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Dok. Penelitian 2018 
 

3. Pelayanan warga berbasis teknologi 
Dalam lingkup internal organisasi desa, 
penggunaan teknologi diantaranya 
adalah adanya :  
(a) Line telepon parallel yang 

menghubungkan setiap unit kerja / 
pos kerja satu dengan pos kerja yang 
lain. Komunikasi dapat dilakukan 
secara lebih cepat dan efektif tanpa 
harus berpoindah tempat maupun 
ruangan untuk mendekati partner 
kerja.  

(b) Penyediaan wifi-corner yang 
dilengkapi dengan akses internet 
bagi warga desa. Pemerintah desa 
menyadari bahwa era keterbukaan 
informasi tidak terhindar dan perlu 
menyediakan akses informasi yang 
seluas-luasnya bagi warga. 
Penyediaan wifi-corner ini adalah 
satu fasilitas yang disediakan desa 
untuk memenuhi kebutuhan 
informasi bagi warga. 

(c) Akses kontak dua puluh empat jam 
hotline kepada Kepala Desa tersedia 
bagi seluruh warga desa. Disini 
kepala desa menerapkan open 
contact person, siapapun warga desa 
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dapat melakukan kontak secara 
langsung dengan pimpinannya. 

 
Persepsi Masyarakat terkait Inovasi 
Pelayanan Publik di Desa Cangkudu 
Mengutip temuan dari penelitian Mariana 
(2017) bahwa sebagian warga merasa, 
reformasi birokrasi di Cangkudu belum 
mendorong keterbukaan pemerintah desa 
terhadap inisiasi maupun usulan warga. Banyak 
warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam 
proses musyawarah desa dan kurang 
mengetahuiinformasi terkait kebijakan desa 
termasuk APBDES. Temuan penelitian tersebut 
berbeda dengan temuan peneliti saat 
wawancara dengan Kepala Desa yang 
menyatakan bahwa dalam satu tahun terakhir 
telah dilakukan inovasi terkait pola komunikasi 
warga yang lebih partisipatif. Data lapangan 
menunjukkan bahwa partisipasi1 warga 
dilakukan melalui tiga tahap yakni  (1) pra 
musyawarah dusun (Pra musdus), (2) 
musyawarah dusun (musdus), (3) musyawarah 
desa (musdes). Pada pra musyawarah dusun 
melibatkan ketua RT dan RW untuk mendata 
dan mendengarkan aspirasi warga terkat 
rencana pembangunan desa.  Hasil dari pra 
musdus tersebut dibawa dalam musyawarah 
dusun untuk ditentukan skala prioritas. Hasil 
musdus kemudian dibawa pada 
permusyawaratan tertinggi desa yaitu 
musyawarah desa (musdes). Pada musdes inilah 
ditentukan program apa yang akan dilakukan 
bersama dan dibiayai oleh APBDes. Ilustrasi 
proses bottom up sbb : 

                                                        
1Keterangan informan (Kepala Desa Cangkudu) : “… Ketika 
musrenbang saya mau isu-isu yang dibangun atau usulan yang 
dibangun benar-benar grassroots gitu lho. Jadi bottom people” 

KESIMPULAN 
Dari hasil pengamatan, wawancara 

mendalam, studi dokumen dan analisa data. 
penelitian ini dapat menarik beberapa 
kesimpulan yaitu :  

1. Tahapan pelaksanaan inovasi pelayanan 
public di Desa Cangkudu dimulai dari 
(a) pengembangan gagasan atau ide 
transformasi dari pemimpin yaitu kepala 
desa, (b) peningkatan kapasitas 
perangkat desa baik dari aspek mindset 
maupun perilaku, (c) pembangunan 
infrastruktur teknologi informasi dan 
komunikasi, (d) pembiasaan dan 
pendisiplinan kinerja perangkat desa, (e) 
evaluasi dan penyusunan inovasi baru 
oleh pemimpin desa 

2. Penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam pelayanan public di 
desa memberikan kemudahan akses 
pelayanan administrasi kependudukan 
bagi warga desa. Dengan adanya TIK 
dan infrastruktur computer di desa, 
Pemerintah desa mampu meningkatkan 
kecepatan pelayanan sehingga 
memberikan kepuasan bagi warga.  

3. Persepsi warga terkait dengan inovasi 
TIK ini pada umumnya positif 
meskipun pada masa-masa awal 
diterapkannya inovasi pelayanan publik 
di Desa Cangkudu sebagian warga 
menolak dan menyatakan keberatan.  

 
Berdasarkan temuan lapangan, penelitiam 

ini memberikan saran sebagai berikut : 
A. Saran Praktis 
1. Inovasi yang sifatnya sudah menjadi 

kebiasaan akan memberikan kejenuhan 
bagi pelaku operasional pelayanan 
publik. Untuk itu diperlukan inovasi 
yang berkelanjutan dengan partisipasi 
tim yang lebih banyak. Secara teknis 
dapat dibuka forum curah gagasan atau 
pendapat dari warga maupun aparat 
desa. Hal ini mengingat, sumber 
gagasan atau ide inovasi masih 
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didominasi oleh pemimpin (kepala 
desa). Dengan demikian diharapkan 
pada masa mendatang sumber gagasan 
atau ide inovasi tidak hanya berasal dari 
kepala desa.  

2. Perlu penjajakan oleh Pemerintah Desa 
untuk mulai menggunaan media 
komunikasi digital (baik yang berbasis 
website maupun aplikasi) maupun 
media komunikasi massa yang bersifat 
offline bagi pelaporan kinerja dan 
keuangan bagi pubik yang lebih luas. 
Penggunaan media komunikasi ini dapat 
diarahkan untuk mengembangkan 
ekosistem pengetahuan baru diantara 
warga desa bahkan bagi publik eksternal 
yang lebih luas 
 

B. Saran akademis 
Penelitian ini belum mencakup 

penggunaan media komunikasi yang 
lebih spesifik dalam upaya komunikasi 
publik pemerintahan desa. Penelitian 
selanjutnya dapat memberikan perhatian 
pada seputar pertanyaan kebutuhan 
informasi warga dari pemerintahan 
desa, motif warga mengakses informasi 
public, dan pilihan media yang dapat 
digunakan pemerintah desa untuk 
melakukan public kepada warganya dan 
pemangku kepentingan eksternal 
lainnya 
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